Menimbang

a.

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



Mengingat

—

10.

11.

-2-

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
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22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

(1)

(2)

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

g.

™ a0 TP

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.
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Pasal 2

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023, adalah sebagai

berikut :
a. Pendapatan Rp 6.294.845.373.832,40
b. Belanja Rp 6.743.448.956.497,08
Surplus / (Defisit) Rp (448.603.582.664,68)
c. Pembiayaan
1. Penerimaaan Rp 712.764.649.607,12
2. Pengeluaran Rp 50.000.000.000,00
Pembiayaan netto Rp 662.764.649.607,12
d. Sisa Perhitungan Rp 214.161.066.942,44

(2) Sisa Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar Rp 214.161.066.942,44 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Rp (448.603.582.664,68)

b. Selisih lebih antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan Rp 662.764.649.607,12
realisasi pengeluaran pembiayaan
Jumlah SILPA Rp 214.161.066.942,44
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (90.705.090.035,60) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan Rp 6.385.550.463.868,00
b. Realisasi Rp 6.294.845.373.832,40
Selisih lebih /(kurang) Rp (90.705.090.035,60)




(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp 304.869.605.905,92 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja Rp 7.048.318.562.403,00
b. Realisasi Rp 6.743.448.956.497,08
Selisih lebih/(kurang) Rp 304.869.605.905,92

(3) Selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp (214.164.515.870,32) dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit anggaran Rp (662.768.098.535,00)
b. Realisasi Rp (448.603.582.664,68)
Selisih lebih/(kurang) Rp (214.164.515.870,32)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 3.448.927,88 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan Rp 712.768.098.535,00
b. Realisasi Rp 712.764.649.607,12
Selisih lebih/(kurang) Rp 3.448.927,88

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 50.000.000.000,00
b. Realisasi Rp 50.000.000.000,00
Selisih lebih /(kurang) Rp 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 3.448.927,88 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto Rp 662.768.098.535,00
b. Realisasi Rp 662.764.649.607,12

Selisih lebih/(kurang) Rp 3.448.927,88




Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023, adalah
sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 712.768.098.535,12
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp (712.764.649.607,12)
c. Subtotal (a+b) Rp 3.448.928,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 214.161.066.942,44
e. Subtotal (c+d) Rp 214.164.515.870,44
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp (3.448.928,00)
g. Lain-lain Rp 0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g) Rp 214.161.066.942,44
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023,
adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp 16.039.081.309.158,62

b. Jumlah kewajiban Rp 226.056.200.828,47

c. Jumlah ekuitas Rp 15.813.025.108.330,15
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Rp 6.668.662.733.041,32
b. Beban dari kegiatan operasional Rp 6.016.990.038.026,93
c. Defisit dari kegiatan non operasional Rp (93.987.217.515,97)
d. Pos luar biasa Rp 0,00
e. Surplus -LO Rp 557.685.477.498,42



Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 963.242.880.026,92
b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (1.461.752.113.434,60)
c. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan Rp 0,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran Rp (7.465.162,00)
e. Saldo Awal Kas Rp 712.794.870.034,12
f. Koreksi SILPA tahun lalu Rp (3.448.928,00)
g. Saldo Akhir Kas Rp 214.274.722.536,44
h. Saldo Akhir Kas di BUD Rp 139.277.950.200,20
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 401.115,96
j- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
k. Saldo Akhir Kas di BLUD Rp 74.303.383.638,39
1. Saldo Akhir Kas BOS Rp 673.681.244,89
m Saldo Akhir Kas Lainnya Rp 19.306.337,00
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp 14.518.230.088.526,97
b. Surplus LO Rp 557.685.477.498,42
c. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar :

d. Koreksi Nilai Persediaan Rp (4.091.075.177,95)
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 807.317.761.672,00
f. Lain-lain Rp (66.117.144.189,29)
g. Ekuitas Akhir Rp 15.813.025.108.330,15



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I
Lampiran I.1
Lampiran 1.2

Lampiran 1.3
Lampiran [.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;



Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1
Lampiran XX.2
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Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri dari:

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Informasi lainnya, terdiri dari :

Lampiran 1 :

Lampiran 2.a
Lampiran 2.b
Lampiran 2.c

Lampiran 3
Lampiran 4

Lampiran 5
Lampiran 6

Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran 10

Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja mandatory spending-bidang pendidikan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja mandatory spending-bidang kesehatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja mandatory spending-bidang infrastruktur pelayanan
publik;

Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi laporan realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;

Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas
daerah;

Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;

Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing;
Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Pasal 11

Penjabaran sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diatur dengan Peraturan Gubernur.



-11 -

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 September 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 10 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5-202/2024

Salinan sesua1 dengan aslinya

Pe‘mb'm?/fk I (IV/ b)
19820416 200012 1 001
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